|

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM

APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 131 /PMK.05/2018, tanggal 31 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: )

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan
Pifoting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat In-
stansi, telah dilaksanakan Piloting Sistem Aplika-
si Keuangan Tingkat Instansi;

b. bahwa untyk meminimalisir dan memitigasi re- |

siko dalam implementasi Piloting Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi serta dalam rangka

Penyempurnaan sistem aplikasi dimaksud, perly |
dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan me- ,

ngenai ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan
implementasi Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
. tentang Pelaksanaan Pifoting Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi;

E c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huryf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe- |

rubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi:

| Mengingat:
s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang |

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/
PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Beri-
ta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

' PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANG- :

. SANAAN PILOTING SISTEM

 {2)

[ {4)

AN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAK- |

TINGKAT INSTANS].

Pasal | .
Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 Pe-
raturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015

APLIKASI KEUANGAN

tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuan- |

gan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 1882) diubah, sehingga Pasal
/ berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Pioting SAKTI dilaksanakan sebelum SAKTI
diterapkan pada seluruh Satker dj Kementerian
Negara/Lembaga.
Piloting SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaituy :
& tahap | untuk paling sedikit 5 {lima) Satker
lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta;

b." tahap Il untuk Satker lingkup DJPB di seluruh

Indonesia; dan
€. tahap Il untuk beberapa Satker Kementerian
Keuangan dan beberapa Satker pada Kemen-
terian Negara/Lembaga lainnya,
Satker yang melaksanakan Piloting SAKTI se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan:

(3)

a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, .

untuk tahap | dan tahap II; dan
b. Keputusan Menteri Keuangan,untuk tahap lIi.
Pelaksanaan Piloting SAKTI sebagaimana dimak-
sud pada- ayat (2) dilakukan:
a. paling lambat bulan Desember 2015 untuk ta-
hap I;

b. paling lambat bulan Desember 2016 untuk ta- .

hap II; dan

¢. paling lam bat bulan Desember 201 7 untuk |

tahap Ill.

Pasal ||
Peraturan Menteri inj mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan, j

| 61



| a.

! Agar sefiap orang mengetahuinya, memerin
| tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
| penempatannya dalam Berita

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016
MENTERI KEUANGAN

Negara Republik Indo-

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURA

N PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |

REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

ttd

REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ;|

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1304

{BN)

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA

DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN

PASPOR DINAS (A GREEMENT BETWEEN THE

GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC

OF LITHUANIA ON
FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND

THE EXEMPTION OF

VISA REQUIREMENTS |
SERVICE PASSPORTS) |

(Peraturan Preside

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

n Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2016, tanggal 1 Agustus 2016)

mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana |
| Menimbang : | dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,
- bahwa untuk memperkuat hubungan persaha- periu menetapkan Peraturan Presiden tentang

batan dan kerja sama berdasarkan asas (ndonesia Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Re- :

perlu memberikan pemegang paspor diplomatik publik Indonesia dan Pemerintah Republik Lithu-

Republik Lithuania; i ania mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang |
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah | Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas fAgreement

menandatangani Persetujuan antara Pemerin- between the Government of the Republic of In-

tah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik donesia and the Government of the Republic of

Lithuania mengenai Pembebasan Visa bagi Peme- | Lithuania on the Exemption of Visa Requirements

gang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agree- for Holders of Diplomatic and Service Passports);

ment between the Government of the Republic of

Indonesia and the Government of the Republic of Mengingat :

Lithuania on the Exemption of Visa Requirements 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

for Holders of Diplomatic and Service Passports) Republik indonesia Tahun 1945;

. pada tanggal 27 Agustus 2015 di Jakarta; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang |

c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang- ¢ Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Repub- "

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjan-

jian Internasional,

Pemerintah Indonesia periu

lik Indonesia. Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4012); |
Businass News 8898/19-9-201 '



